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PUTUSAN
Nomor 1711/Pdt.G/2024/PA.TA
- 20,0 P
bl o
AN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
ENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan XxXxXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat
kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG DAN
SAAT INI BERADA DI JALAN YOS SUDARSO
GANG IV NO. 17 RT 005 RW 006 KELURAHAN
KARANGWARU, KECAMATAN TULUNGAGUNG,
, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.
MOHAMAD RUSYIDI ADNANI, SH.,MH., RUDI
ISWAHYUDI, SH.,MH.,dan ALPATONI SAIPUL
ANWAR, S.Sy,MH advokat/penasehat hukum
yang beralamat di Jalan Pahlawan 1X/24 RT 002
RW 005 Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru
XXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX, Propinsia Jawa Timur,
dengan domisili elektronik pada alamat email :
rusdilawyer@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Tanggal 04 September 2024, dan
telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
1641/kuasa/9/2024 Tanggal 11 September 2024,
sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, tempat

kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG,
sebagai Termohon;
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) tersebut;

surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

phon dalam surat pemohonannya tanggal 11 September
ermohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
A Tulungagung, Nomor 1711/Pdt.G/2024/PA.TA, tanggal 11

efpfohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX — XXXXXXXXXX,  XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada Kutipan
Akta Nikah Nomor : 276/05/XI11/2022.

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon (Jejaka) dan Termohon
(Janda Cerai) hidup rukun dan tentram sebagai suami-istri dalam keadaan
yang baik (ba'da dukhul), hidup bersama membina rumah-tangga di rumah
orang tua Pemohon, kemudian juga tinggal di rumah orang tua Termohon,
dan hingga saat ini belum mempunyai tempat tinggal sendiri.

3. Bahwa, selama melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon belum
dikarunia atau diamanahi anak.

4. Bahwa, perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-
baik saja, akan tetapi pada Bulan Desember 2023, telah muncul
pertengkaran maupun percekcokan yang disebabkan Termohon sering
pulang terlambat dengan alasan masih ada pekerjaan lain dan Termohon
merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon.

5. Bahwa, dengan keadaan tersebut, Pemohon terus bersabar mengarungi
bahtera rumah tangga dengan Termohon, biar pun batin terasa tersiksa.

6. Bahwa, puncak permasalahan Pemohon dan Termohon, yaitu pada Bulan
Maret 2024, Pemohon telah keluar dari rumah orang tua Termohon,
sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih
6 bulan lamanya.
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tangga yang sakinah mawadah warrohmah sudah tidak
capai lagi, dan satu-satunya jalan adalah perceraian, untuk
hon mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar
ng terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun
atan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)
erintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan cerai talak ini

ahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon,
oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2.  Menetapkan dan mengijinkan Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i kepada Termohon (xxx) di depan Sidang Pengadilan Agama
Tulungagung.

3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum
yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)
tanggal 12 September 2024, tanggal 03 Oktober 2024 dan 05 November 2024

yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan
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untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan
dengan dokumen yang diupload oleh Pemohon pada aplikasi e-Court, dan telah
diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii pemohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa:

A.SURAT
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK xxx,
tanggal 11-06-2024, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 276/05/X11/2022 tanggal 07
Desember 2022, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Karangrejo XXxXxXXxXxx
XXXXXXXXXXX Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI
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ksi adalah Paman Termohon Pemohon;
gepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami
un belum dikaruniai anak.;

M _ & sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering
. RMA XS : dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering pulang
erasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah
tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan, dan selama itu pula mereka
sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling
berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,
akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
2, SUPRI AMSOR Bin KARSOJARNO, umur 58 tahun, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG,
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :
- Bahwa saksi adalah Tetangga Termohon Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami
istri sah namun belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering
berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering pulang
terlambat dengan alasan masih ada pekerjaan lain dan Termohon
merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah
tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan, dan selama itu pula mereka
sudah tidak pernah saling mengunjungi;
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ebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan
asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2024, asli surat permohonan
Pemohon tertanggal 11 September 2024 dan asli surat persetujuan Pemohon
prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 04 September 2024 yang
telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan
telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah
memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan
karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan
dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum
atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama
Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tulungagung maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang no
50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama
Tulungagung;

Upaya Damai
Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 1711/Pdt.G/2024/PA.TA

san Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 6



jung.go.id

(\Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak
sidangan;

bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak

n kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130

ar%,l

al gﬂ at (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
<

Dersicepdan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ernyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat
ahli figih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab
Ahkamul Qur’an juz Il hal. 405 yang artinya berbunyi:

A GV ol 5 g b DY) s o s (22 00
Artinya; “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim,
dan gugurlah haknya”;
Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak
adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember
2023, sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran Termohon sering
pulang terlambat dengan alasan masih ada pekerjaan lain dan Termohon
merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon.;

Analisis Pembuktian
Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat

didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka
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alat-alat bukti yang cukup;

bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya,
gflgajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Register Akta
Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan
akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon
telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya
dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu
bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon
tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah
menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah
fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai bukiti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang
merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi
telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo
Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah
mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan
keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH
Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh

karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;
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bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan

di perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah
dikarenakan Termohon sering pulang terlambat dengan alasan masih ada
pekerjaan lain dan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan
oleh Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6
(enam) bulan;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya,
tetapi tidak berhasil;
Pertimbangan Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan
bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk
dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon
dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak
saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
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r 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
rkandung dalam Al Qur’an Surat Al Bagarah ayat 227 :
coA e as Lt em
ebe mart OB Bl laaze Ol

karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum
nan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raji tersebut
memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan
dengan putusan Verstek;
Pertimbangan Petitum Ex Officio
Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan
keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka
Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai mut'ah;
Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak),
di mana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan
kepada bekas istri (Termohon) mut’ah sebagaimana ketentuan berikut ini:
Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241:

[ Iven uim‘iaJl e Bs d°5idb ¢lis WLLIMUS
Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh
suaminya) mut'ah mereka yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang
yang bertakwa®”;
Firman Allah dalam Al Qur’an surat al-Ahzab ayat 49:

69 Weos Bliw 5533 L Hbgsias

Artinya: “....Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan
lepaskanlah mereka secara baik”;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (¢) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi
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aka Pemohon dihukum untuk membayar Mut'ah kepada
uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

ana dinyatakan dalam Amar Putusan ini;

emberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian,
maka kewajiban nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar lunas sesaat sebelum
pengucapan ikrar talak;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Tulungagung;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon
sejumlah  Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum

menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon;
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dengan tanggal 09 Jumadil awwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Endah Dwi
Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Sanusi

Hakim Anggota | Hakim Anggota Il

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,
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Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd.

30.000,00
100.000,00
80.000,00
30.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
360.000,00
enam puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANITERA

Drs. H. Ishadi, M.H.
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